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Abstract: 

The emergence rights and obligations as a result of legal relationship 

between doctors and patients could potentially trigger a dispute between 

doctors and patients or medical disputes. In an effort to avoid or reduce 

medical disputes, it is necessary to understand the construction of the 

legal relationship between doctor and patient. From this legal relationship 

which will result legal actions and gave rise to legal consequences. In a 

legal effect, it can’t be separated is about who is responsible, as far as what 

responsibility can be given. It describes that relationship and the patient's 

physician if constructed, it can be divided based on two factors; 

transaction of therapeutic and act. In relation patient - physician based 

therapeutic, known as therapeutic relationship or transaction therapeutic, 

there is a binding between patients and physicians in the treatment of the 

disease or treatment. Engagements happens is inspanningsverbintennis and 

not resultaatsverbintennis, and must comply with the provisions of Article 

1320 of the Civil Code. The relationship between doctor and patient is 

based on the Act - legislation occurred under Article 1354 of the Civil 

Code, which formulates zaakwaarneming. Legal relationship that occurs by 

two things above give rise to legal liability for doctors, the responsibility 

in the field of disciplinary law, criminal law, civil law and administrative 

law. 

Keywords: Doctor, Patient and Legal Relationship 
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Hubungan Hukum Dokter dan Pasien  

Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan 

 
Abstrak: 

Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hubungan hukum antara dokter 

dan pasien berpotensi memicu terjadinya sengketa antara dokter dengan pasien 

atau sengketa medik. Dalam upaya menghindari atau mengurangi sengketa medik 

yang terjadi, maka perlu dipahami mengenai konstruksi hubungan hukum antara 

dokter dengan pasien. Dari hubungan hukum inilah yang akan melahirkan 

perbuatan hukum dan menimbulkan adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat 

hukum, hal yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai siapa yang 

bertanggung jawab, sejauh apa tanggung jawab dapat diberikan. Dalam tulisan 

ini diuraikan bahwa hubungan dokter dan pasien ini jika dikonstruksikan maka 

dapat dibagi berdasarkan dua hal, yaitu transaksi terapeutik dan undang-undang. 

Pada hubungan pasien- dokter berdasarkan terapeutik, dikenal hubungan 

terapeutik atau transaksi terapeutik, yaitu terjadi suatu ikatan antara pasien dan 

dokter dalam hal pengobatan atau perawatan penyakitnya. Perikatan yang terjadi 

ialah inspanningsverbintennis dan bukan resultaatsverbintennis, dan harus 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hubungan dokter dan pasien 

berdasarkan undang–undang terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdata yang 

merumuskan tentang zaakwaarneming. Hubungan hukum yang terjadi oleh dua 

hal diatas menimbulkan tanggung jawab hukum bagi dokter, yaitu tanggung 

jawab dalam bidang hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum 

administrasi. 

Kata Kunci: Dokter, Pasien dan Hubungan Hukum  
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Pendahuluan  

 Hak untuk mendapatkan kesehatan ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat 

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagai ketentuan 

pelaksanaannya, terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan, 

Indonesia mengakui bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan 

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. 

Pelayanan kesehatan merupakan obyek persetujuan pengobatan dan 

perawatan. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, 

merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut 

meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik.2 

 Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, 

tenaga kesehatan dan pasien. Hubungan langsung yang akan terjadi adalah 

antara dokter dan pasien. Profesi kedokteran merupakan profesi yang luhur, 

yang berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan manusia, sehingga sering 

dikatakan bahwa profesi di bidang kedokteran ini senantiasa melaksanakan 

perintah moral dan intelektual. Menjadi seorang dokter berarti mau melayani 

manusia yang sakit agar dapat sembuh serta melayani manusia sehat agar tidak 

sakit, yaitu dengan melakukan pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan 

pasien. Dengan demikian, semangat pelayanan harus selalu ada pada diri 

seorang dokter. Sikap ini sangat penting dalam pembentukan sikap etis yang 

paling mendasar.3 

 Profesi dokter merupakan profesi yang harus dijalankan dengan 

moralitas tinggi karena harus selalu siap memberikan pertolongan kepada 

orang yang membutuhkannya. Ilmu kedokteran terus berkembang dan 

berlanjut, sehingga bermanfaat atau tidaknya ilmu kedokteran bagi masyarakat 

bergantung pada landasan filosofi dan idealismenya. Tanpa landasan etik yang 

luhur yang dimiliki dunia kedokteran, maka dapat mengakibatkan tugas 

kemanusiaan yang diembannya semata-mata didasarkan hubungan bisnis.4 

                                                 
2 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 1. 
3 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 

Sakit, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 24. 
4 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 

Sakit, h. 47. 
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Dari prinsip atau hubungan pasien-dokter (tenaga kesehatan lainnya)-

rumah sakit, dikenal hubungan terapeutik atau transaksi terapeutik, dimana 

terjadi suatu ikatan antara pasien dan dokter dalam hal pengobatan atau 

perawatan penyakitnya serta antara pasien dengan rumah sakit dalam hal 

pelayanan kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan 

yang terstandar. Pihak dokter dan rumah sakit harus memenuhi kewajibannya 

untuk memberikan layanan kesehatan sesuai standar pelayanan, standar 

profesi dan standar operasional prosedur kepada pasien, baik diminta maupun 

tidak diminta, karena prinsipnya dari transaksi terapeutik itu, pihak health 

provider dan pihak health receiver yang sama-sama merupakan subjek hukum 

yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan asas hukum 

equality before the law dan dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai 

syarat sahnya suatu perjanjian.5 

Beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa kasus yang muncul, 

yaitu gugatan dari pasien yang menuntut ganti kerugian karena merasa 

dirugikan, menuntut akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh 

dokter atau tenaga kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini 

menjadi perhatian dari profesi kalangan kesehatan dan profesi hukum. Kasus 

yang cukup menyita perhatian masyarakat adalah kasus yang menimpa tiga 

dokter kandungan, (dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr Hendry Simanjuntak 

dan dr Hendy Siagian) yang oleh majelis hakim Pengadilan Negeri pada tahun 

2011 dijatuhi vonis bebas, namun pada tingkat Mahkamah Agung tiga dokter 

ini justru dinyatakan bersalah melakukan malpraktik terhadap Julia Fransiska 

Makatey.  

Munculnya hak dan kewajiban sebagai akibat hubungan hukum antara 

dokter dan pasien tersebut yang kemudian berpotensi terjadinya sengketa 

antara dokter dengan pasien atau sengketa medik. Dalam upaya menghindari 

atau mengurangi angka sengketa medik yang terjadi, maka perlu dipahami 

mengenai hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Dari hubungan 

hukum inilah yang akan melahirkan perbuatan hukum dan menimbulkan 

adanya akibat hukum. Dalam suatu akibat hukum, hal yang tidak dapat 

dipisahkan adalah mengenai siapa yang bertanggung jawab, sejauh apa 

tanggung jawab dapat diberikan. Perlu dilakukan suatu kajian mengenai 

bagaimana dokter memberikan tanggung jawab atas kerugian yang dialami 

pasien dalam suatu pelayanan medik. 

                                                 
5 Desriza Ratman, Aspek Hukum Penyelenggaraan Prakek Kedokteran dan Malpraktik Medik, 

(Bandung: Keni Media, 2014), h. 2-3. 
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Aspek Hukum Kesehatan 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan hukum adalah 

ketertiban dan tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya 

menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Subekti bahwa hukum itu 

mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan 

kebahagiaan pada rakyatnya. Dalam mengabdi kepada tujuan negara itu, 

diselenggarakan keadilan dan ketertiban.6 Pada hakikatnya hukum 

menghendaki adanya penataan hubungan antar manusia, termasuk juga 

hubungan antara dokter dan pasien. 

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana 

mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan 

mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang 

kesehatan.7 Profesi kedokteran merupakan profesi yang berkepentingan 

dengan kesejahteraan manusia. Sering dikatakan bahwa para pengemban 

profesi di bidang kedokteraan senantiasa melaksanakan perintah moral dan 

intelektual. Menjadi dokter berarti mau melayani manusia yang sakit agar 

dapat sembuh, dan melayani manusia yang sehat agar tidak menderita sakit, 

baik melalui pencegahan maupun dengan peningkatan derajat kesehatannya. 

Dengan demikian, semangat pelayanan harus ada.8 

Berbeda dengan pengertian dokter, dalam Kode Etik Kedokteran 

Indonesia (KODEKI), tidak dijumpai kata pasien. Pasien dalam kode etik 

tersebut diganti dengan kata “penderita”. Kamus besar Bahas Indonesia 
mengartikan pasien sebagai orang yang sakit (yang dirawat dokter); penderita 

(sakit). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan: 

“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya 
untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.” 

Dari penjelasan pengertian dokter dan pasien di atas, maka dalam 

suatu penyelenggaraan praktik kedokteran, terjadilah suatu hubungan antara 

dokter dengan pasien yang dikenal dengan hubungan terapeutik, yang 

merupakan suatu hubungan hukum karena dilakukan oleh subjek hukum dan 

menimbulkan akibat hukum. 

                                                 
6 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 61. 
7 Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn: West Publishing, Co. Fifth Edition, 1979, h. 1033. 

Disebutkan bahwa physician a practitional of medicines personaly authorized or lisenced to treat diseases 

one lawfull engined in the practice of medicine. 
8 Veronica Komalawati, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam 

Hubungan Dokter dan Pasien), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 22. 
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Hubungan Dokter dan Pasien Berdasarkan Transaksi Terapeutik 

Menurut Bahder Johan Nasution9 hubungan dokter dengan pasien 

merupakan transaksi terapeutik yaitu hubungan hukum yang melahirkan hak 

dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa 

dilakukan masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri yang 

berbeda, kekhususannya terletak pada objeknya. Objeknya ini melakukan 

upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Transaksi terapeutik adalah 

suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat 

bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Menurut hukum, objek dalam 

transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang 

tepat untuk kesembuhan pasien. Sebagaimana umumnya suatu perikatan, 

dalam transaksi terapeutik juga terdapat para pihak yang mengingatkan diri, 

yaitu dokter sebagai pihak yang melaksanakan atau memberikan pelayanan 

medis dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayana medis.10 

Menurut Subekti11 suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang 

berjanji kepada seseorang lain atau antara dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 

syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang unsur-unsurnya 

sebagai berikut: 

a. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengingatkan dirinya 

(toesteming van degenen die zich verbinden). 

b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om 

eene verbintenis aan te gaan). 

c. Mengenai suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). 

d. Suatu sebab yang diperbolehkan (eene geoorloofdeoorzaak). 

Dari syarat-syarat yang disebutkan diatas, syarat pertama dan syarat 

kedua dikenal sebagai syarat subjektif. Disebut sebagai syarat subjektif karena 

kedua syarat ini berkaitan dengan para pihak atau subjek pembuat perjanjian. 

Apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif ini, maka atas permohonan para 

pihak, perjanjian dapat dibatalkan, dimana pembatalan perjanjian ini akan 

dilakukan oleh Hakim. Dengan demikian perjanjian masih berlaku selama 

                                                 
9 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungawaban Dokter, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), h. 11.  
10 Rinanto Suryadhimirtha, Hukum Malapraktik Kedokteran, (Yogyakarta: Total Media, 

2011), h. 15. 
11 Rinanto Suryadhimirtha, Hukum Malapraktik Kedokteran, h. 12. 
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belum adanya permohonan dari para pihak kepada Hakim untuk 

dibatalkannya perjanjian tersebut. Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai 

syarat objektif. Dikatakan sebagai syarat objektif karena kedua syarat ini terkait 

dengan objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Jika syarat objektif 

ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian 

tersebut dianggap tidak pernah ada.  

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut dikuatkan oleh Konsil 

Kedokteran Indonesia sebagai berikut:12 

a. Kesepakatan 

Terdapat hal–hal khusus dalam transaksi terapeutik. Disini pasien 

merupakan pihak yang meminta pertolongan, sehingga relatif lemah 

kedudukannya dibandingkan dokter. Untuk mengurangi kelemahan tersebut, 

dikenal Informed Consent, yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan 

dilakukannya suatu tindakan medis. Informed consent merupakan suatu 

kehendak sepihak secara yuridis, yaitu dari pihak pasien, dokter tidak harus 

turut menandatanganinya. Pihak pasien dapat membatalkan pernyataan 

setujunya setiap saat sebelum tindakan medis dilakukan. Padahal menurut 

Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atas 

persetujuan kedua belah pihak, pembatalan sepihak dapat mengakibatkan 

timbulnya gugatan ganti kerugian. 

Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 

(selanjutnya disebut Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran) ini juga menegaskan bahwa semua tindakan kedokteran 

yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan, dimana 

persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan 

diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang 

perlunya tindakan kedokteran dilakukan. Setiap tindakan kedokteran yang 

mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang 

ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Jika terjadi keadaan 

gawat darurat maka untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah 

kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Persetujuan 

tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi 

persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan tindakan 

kedokteran ini harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan. 

                                                 
12 Konsil Kedokteran Indonesia, Kemitraan Dalam Hubungan Dokter-Pasien, (Jakarta: Konsil 

Kedokteran Indonesia, 2007), h. 14-16. 
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Pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran disebutkan bahwa penjelasan tentang tindakan 

kedokteran yang disampaikan pada pasien atau keluarganya harus mencakup 

beberapa hal, seperti; diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan 

tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, 

risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang 

dilakukan, dan perkiraan pembiayaan. Informasi-informasi yang disebutkan di 

atas merupakan kewajiban dokter untuk memberikan penjelasan secara 

lengkap sebagai pemenuhan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang 

benar, jelas dan jujur, untuk menindaklanjuti hak pasien untuk ikut 

menentukan tindakan yang diambil dalam penyembuhan penyakitnya. 

b. Kecakapan 

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila ia pria atau wanita telah 

berumur 21 tahun, atau bagi pria apabila belum berumur 21 tahun tetapi telah 

menikah. Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang yang tidak 

cakap untuk membuat persetujuan adalah: 

1) Belum dewasa, menurut Pasal 330 KUHPerdata adalah belum berumur 

21 tahun dan belum menikah. 

2) Berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang telah berusia 21 tahun 

tetapi dianggap tidak mampu karena ada gangguan mental. 

3) Wanita dalam hal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan dalam hal ini masih berstatus istri dan pada umumnya 

semua orang umumnya kepada siapa ketentuan hukum telah melarang 

membuat persetujuan tertentu. 

Hal ini kembali ditegaskan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bahwa 

tidak semua ketentuan hukum Perdata di atas dapat diterapkan. Bahkan 

ketentuan mengenai yang berhak memberikan persetujuan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan mengenai Persetujuan Tindakan Kedokteran pun dapat 

dipertimbangkan. Dalam praktiknya, Dokter tidak mungkin menolak 

mengobati pasien yang belum berusia 21 tahun yang datang sendirian ke 

tempat praktiknya. Permenkes tersebut menyatakan umur 21 tahun sebagai 

usia dewasa. 

c. Hal tertentu 

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau 

bendanya (dalam hal ini pelayanan medis) yang perlu ditegaskan ciri-cirinya. 

Objeknya adalah usaha penyembuhan. Dokter harus berusaha semaksimal 
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mungkin menyembuhkan penyakit pasien. Secara yuridis, umumnya termasuk 

inspanningsverbintennis, yaitu dokter tidak memberikan jaminan kepastian 

dalam menyembuhkan penyakit tersebut, tetapi dengan ikhtiar dan 

keahliannya dokter diharapkan dapat membantu dalam upaya penyembuhan. 

d. Sebab yang halal 

Dalam pengertian ini, diperbolehkan menurut hukum. Dengan 

perkataan lain, objek hukum tersebut memiliki sebab yang diizinkan. Pasal 

1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan 

ketertiban umum. Misalnya, dokter dilarang abortus provocatus criminalis 

menurut Pasal 348 KUHP. 

 

Hubungan Dokter dan Pasien Berdasarkan Undang-Undang 

Pasal 1354 KUHPerdata merumuskan zaakwaarneming ialah jika 

seseorang dengan sukarela (dengan tidak mendapat perintah untuk itu), 

mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia 

secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan 

urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat 

mengerjakan sendiri urusan itu. Ia menanggung segala kewajiban yang harus 

dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang 

dinyatakan dengan tegas. 

Menurut Adami Chazawi zaakwaarneming bukanlah penyebab adanya 

malpraktik. Zaakwaarneming adalah salah satu bentuk perikatan hukum yang 

lahir karena Undang-Undang, sama halnya dengan onrechtmatige daad. Berbeda 

dengan onrechtmatige daad yang melahirkan malpraktik perdata dokter, 

zaakwaarneming bukanlah penyebab lahirnya malpraktik kedokteran. Dalam 

melaksanakan kewajiban hukum yang timbul karena zaakwaarneming maka 

dapat melahirkan malpraktik kedokteran apabila terdapat penyimpangan 

dalam melaksanakan kewajiban hukum dokter dan menimbulkan kerugian 

pasien. Dalam hal ini tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan emergency, 

sebab pasien dalam keadaan tidak sadar, misalnya karena kecelakaan berat. 

Padahal dalam keadaan demikian, pasien memerlukan tindakan yang segera 

dan tidak dapat ditunda-tunda. Penundaan penanganan justru akan membawa 
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akibat yang sangat fatal, misalnya membahayakan jiwa pasien, maka kewajiban 

mendapatkan informed consent dapat ditiadakan.13 

Hubungan hukum dokter dan pasien yang terjadi karena undang-

undang memberikan kewajiban kepada dokter untuk memberikan pelayanan 

kesehatan kepada pasien. Artinya untuk terjadinya hubungan hukum ini tidak 

diperlukan prakarsa bahkan partisipasi pasien, misalnya pada keadaan 

emergensi. Dengan demikian hubungan hukum antara dokter dengan pasien 

yang berasal dari undang-undang tidak mungkin menghasilkan resultaat 

verbintennis (perikatan hasil) sebab pasien tidak mempunyai prakarsa bahkan 

partisipasi. Dengan demikian perikatan yang dihasilkannya adalah inspanning 

verbintennis (perikatan ikhtiar).14 

 

Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien 

Pasal 52 Undang–Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa 

Hak Pasien adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan 

medis yang mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan 

medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan 

komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang 

dilakukan. Pasien juga berhak meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan 

medis serta mendapatkan isi rekam medis. 

Kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Praktik 

Kedokteran yang menyebutkan bahwa pasien haruslah memberikan informasi 

yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; mematuhi nasihat dan 

petunjuk dokter atau dokter gigi; mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana 

pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang 

diterima.15 Transaksi terapeutik yang dilakukan oleh pasien dan dokter 

mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya 

masing-masing. 

                                                 
13 Adami Chawazi, Malpraktik Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2007), h. 77. 
14  Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga 

Melakukan Medikal Malpraktik, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), h. 68. 
15 J. Guwandi, Telemedicine, Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Volume 

3 Mei-Agustus 2003, h. 37, dikutip dalam Anny Isfandyarie, Anny Isfandyarie, Malpraktik & Resiko 

Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, h 95. 
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Pasal 50 Undang-Undang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa 

dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 

hak; 1). Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas 

sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, 2). 

Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur 

operasional, 3). Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau 

keluarganya, dan 4). Menerima imbalan jasa. 

Secara hukum, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang 

dikenal dengan istilah transaksi terapeutik.16 Dimulai dengan tanya jawab 

(anamnesa) antara dokter dan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik 

oleh dokter terhadap pasiennya, dokter akan menentukan diagnosa penyakit 

pasien. Diagnosa pertama ini dapat merupakan working diagnosis atau diagnosis 

sementara maupun diagnosis definitif. Setelah diagnosis ditegakkan, barulah 

dokter memutuskan jenis terapi atau tindakan medis yang akan dilakukan 

kepada pasien.17 Dalam bidang pengobatan, para dokter dan masyarakat pada 

umumnya menyadari bahwa tidak mungkin dokter menjamin upaya 

pengobatan akan selalu berhasil sesuai keinginan pasien atau keluarganya. 

dokter hanya dapat melakukan upaya maksimal yang dilakukan secara hati-

hati dan cermat oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

pengalamannya dalam menangani penyakit. 

Terdapat beberapa kewajiban dokter yang diatur dalam beberapa pasal 

pada Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang keseluruhannya jika 

dihimpun, maka kewajiban dokter adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan 

kedokteran yang berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi 

dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka 

penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, 

memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), memberikan 

pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur 

operasional serta kebutuhan medis pasien, merujuk pasien ke dokter atau 

dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila 

tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, merahasiakan 

segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien 

itu meninggal dunia, melakukan pertolongan darurat atas dasar 

perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan 

                                                 
16 M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Buku 

Kedokteran, (Jakarta: EGC, 1999), h. 39. 
17 Danny Wiradharm, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, (Jakarta: Binra Rupa Aksara, 

1996), h. 45, dikutip dalam Anny Isfandyarie, Malpraktik & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, 

(Jakarta: Prestasi Pustaka, tth), h. 85. 
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mampu melakukannya, serta menyelenggarakan kendali mutu dan kendali 

biaya. 

Di luar kewajiban terhadap pasien tersebut, dokter juga mempunyai 

kewajiban umum, kewajiban terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap 

diri sendiri yang telah ditetapkan dalam Kodeki. Kewajiban-kewajiban tersebut 

merupakan tanggung jawab profesi dokter. Kewajiban dokter atau dokter gigi 

terhadap pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana ditulis 

diatas, diatur lebih konkrit dalam Pasal 51 Undang-Undang Praktik 

Kedokteran, yang telah menentukan secara normatif tentang serangkaian 

kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan yang 

harus dilaksanakannya kepada pasien: 

1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 

standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. 

2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai 

keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu 

melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. 

3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, 

bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. 

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali 

bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya. 

5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 

kedokteran atau kedokteran gigi. 

 

Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Disipliner   

Bahwa dokter sebagai manusia biasa tetap dapat membuat kesalahan, 

baik kesalahan profesi maupun pelanggaran etik. Diperlukan adanya hukum 

disipliner dan badan khusus yang berwenang untuk mengamankan hukum 

disipliner tersebut. Norma-norma etika kedokteran berlaku sebagai petunjuk 

perilaku yang baik/buruk dalam menjalankan profesi kedokteran. Ada dua 

peraturan yang menjadi landasan berpijak praktik dokter di Indonesia yang 

didasarkan atas norma-norma etika, yaitu: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 yang berisikan lafal 

sumpah jabatan dokter. 



Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter  
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta In Associate with Poskolegnas UIN Jakarta - 175 

b. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 

tanggal 28 Oktober 1983 yang berisikan Kode Etik Kedokteran 

Indonesia (KODEKI). 

Indonesia mempunyai badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi 

etika kedokteran, yaitu:18 

a. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) 

MKEK merupakan badan khusus dari organisasi profesi IDI (Ikatan 

Dokter Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Pasal 16 AD/ART IDI. MKEK 

mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan bimbingan, 

pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etika kedokteran dan kemudian 

mempunyai kewajiban antara lain untuk memperjuangkan etika kedokteran 

agar dapat ditegakkan di Indonesia. Terhadap pengurus IDI, MKEK 

mempunyai tugas memberi usul dan saran.19 Para anggota majelis adalah 

anggota biasa IDI dan diangkat oleh Pengurus Besar IDI, sehingga menurut 

Fred Amein20 maka MKEK seolah-olah merupakan pengadilan otonom 

(pengadilan intern dari dan untuk profesi dokter).  

b. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 

Setelah lama diupayakan adanya badan yang akan berperan sebagai 

lembaga pembinaan Praktik Kedokteran di Indonesia, berdasarkan Pasal 4 

hingga Pasal 26 Undang–Undang Praktik Kedokteran, dibentuk Konsil 

Kedokteran Indonesia (KKI) yang bertugas menjadi registrator dokter dan 

dokter gigi yang telah teregistrasi di Konsil Kedokteran Indonesia yang boleh 

mengajukan izin ke Pemerintah Indonesia untuk melakukan praktik 

kedokteran.21 Dokter dan dokter gigi yang sengaja melakukan praktik 

kedokteran tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) adalah perbuatan 

melanggar hukum. Di samping itu KKI bertugas melakukan pembinaan 

disiplin keilmuan para dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik 

kedokteran, untuk itu KKI mempunyai suatu badan independen yaitu Majelis 

Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). 

 

                                                 
18 Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, (Tangerang: Telaga Ilmu, 2010), h. 27. 
19 Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, h. 27. 
20 Fred Amein, “Hukum Kesehatan Suatu Pengantar”, makalah pasa symposium Medical 

Law, Jakarta, 6 Juni 1983, h. 38, dikutip dalam Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi. 
21 Fred Amein, “Hukum Kesehatan Suatu Pengantar”, makalah pasa symposium Medical 

Law, Jakarta, 6 Juni 1983, h. 38, dikutip dalam Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, h. 31. 
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c. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) 

Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyatakan pengaduan 

ke MKDKI dapat dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan 

kepentingannya, tetapi pelaporan itu juga dapat dilakukan oleh siapa saja yang 

mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran disiplin dalam penyelenggaraan 

Praktik Kedokteran.22 Perlu dicermati bahwa pengaduan masalah disiplin ini 

tidak menghilangkan kesempatan pada seseorang untuk melaporkan dokter 

atau dokter gigi tersebut ke pihak yang berwenang atas dugaan pelanggaran 

etika, dugaan tindak pidana dan gugatan perdata, hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran. Jadi dalam waktu bersamaan 

dan pada satu kasus kejadian perkara, seorang dokter atau dokter gigi dapat 

menghadapi perkara perdata, pidana, pelanggaran disiplin dan pelanggaran 

etika.23 

Atas dasar adanya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin, maka 

MKDKI akan melakukan pengusutan, pemeriksaan dan membuat putusan 

pada dokter atau dokter gigi tersebut. Pasal 69 Undang-Undang Praktik 

Kedokteran menyatakan bahwa putusan MKDKI dapat berupa: Tidak Bersalah 

atau Pemberian Sanksi Disiplin. Putusan MKDKI yang berupa Pemberian 

Sanksi Disiplin pada dokter atau dokter gigi yang bermasalah dapat berupa 

putusan sebagai berikut:24 

1) Sanksi Disiplin berupa Rekomendasi Pencabutan STR atau SIP. 

2) Sanksi Disiplin berupa kewajiban Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 

di Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. 

3) Sanksi Disiplin gabungan 1) dan 2). 

Sanksi Disiplin MKDKI akan dicatat oleh KKI dan akan menjadi 

pertimbangan dalam penerbitan STR seorang dokter atau dokter gigi. Sanksi 

pencabutan STR atau SIP akan memberikan dampak bukan hanya untuk yang 

bersangkutan saja, tetapi tentunya akan memberikan efek pula pada 

                                                 
22 Fred Amein, “Hukum Kesehatan Suatu Pengantar”, makalah pasa symposium Medical 

Law, Jakarta, 6 Juni 1983, h. 38, dikutip dalam Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, h. 31. 
23 Fred Amein, “Hukum Kesehatan Suatu Pengantar”, makalah pasa symposium Medical 

Law, Jakarta, 6 Juni 1983, h. 38, dikutip dalam Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, h. 32. 
24 Fred Amein, “Hukum Kesehatan Suatu Pengantar”, makalah pasa symposium Medical 

Law, Jakarta, 6 Juni 1983, h. 38, dikutip dalam Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, h. 32. 
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pengaturan kepegawaian di lembaga kesehatan tempat dokter tersebut 

bekerja.25 

Keberadaan MKDKI pada hakikatnya mempunyai peran penting jika 

ada sengketa medik yang terjadi antara dokter dan pasien. Keberadaan MKDKI 

akan dapat membuat terang suatu peristiwa apakah benar terjadinya 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter atau tidak. Penanganan 

pengaduan yang telah dilakukan MKDKI periode 2006 hingga Februari 2015 

terdapat 310 jumlah keseluruhan pengaduan. 36 pengaduan dihentikan karena 

dicabut oleh pengadu dan satu teradu meninggal, serta satu tidak kooperatif. 

Pengaduan ditolak atau dilimpahkan ke Organisasi Profesi setelah tahap 

pemeriksaan awal dengan alasan antara lain: pengaduan tidak memenuhi 

persyaratan misalnya pengadu dan/atau teradu tidak dapat diketahui 

keberadaannya, keterangan atau informasi dalam pengaduan tidak lengkap, 

tindakan medis terjadi sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran 

ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004, tidak terdapat dugaan pelanggaran 

disiplin profesi, adanya dugaan pelanggaran etika profesi kedokteran, dokter 

atau dokter gigi yang diadukan tidak teregistrasi di KKI, ganti rugi.26 127 

pengaduan yang melibatkan 194 dokter/dokter gigi yang telah mendapatkan 

Keputusan MKDKI :27 

1) Pada 106 teradu tidak ditemukan pelanggaran disiplin kedokteran; 

2) Pada 94 teradu ditemukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran 

dengan jenis sanksi disiplin yang diberikan: a). 44 teradu diberikan 

peringatan tertulus; b). 50 teradu direkomendasikan untuk dicabut 

sementara STR/SIP; c). 6 diantara teradu wajib mengikutu program 

reedukasi. 

Sebanyak 91 pengaduan masih dalam penanganan sampai Februari 2015 

dan lima orang teradu (dua dokter dan tiga dokter gigi) dan satu pengadu 

mengajukan gugatan ke PTUN. 

 

Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Pidana 

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai criminal malpractice 

apabila memenuhi rumusan delik pidana, yaitu perbuatan tersebut harus 

                                                 
25 Fred Amein, “Hukum Kesehatan Suatu Pengantar”, makalah pasa symposium Medical 

Law, Jakarta, 6 Juni 1983, h. 38, dikutip dalam Soetrisno, Malpraktik Medik dan Mediasi, h. 32. 
26 Hasil penelitian penulis di MKDKI pada tanggal 23 Maret 2015. 
27 Hasil penelitian penulis di MKDKI pada tanggal 23 Maret 2015. 
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merupakan perbuatan tercela dan dilakukan sikap bathin yang salah, yaitu 

berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan. Kesalahan atau kelalaian 

tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain 

dalam Pasal 263, 267, 294 Ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 

361 dan 531 KUHP. Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dan 

tindak pidana medis. Pada tindak bidana biasa, yang terutama diperhatikan 

adalah akibatnya, sedangkan pada tindak pidana medis adalah penyebabnya. 

Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tida ada unsur kesalahan atau kelalaian, 

dokternya tidak dapat dipersalahkan.28  

Beberapa contoh dari criminal malpractice yang berupa kesengajaan 

adalah membocorkan rahasia kedokteran, melakukan aborsi tanpa indikasi 

medis, tidak melakukan kewajiban dalam memberikan pertolongan kepada 

seseorang yang dalam keadaan emergency, melakukan eutanasia, menerbitkan 

surat keterangan dokter yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, 

membuat visum et repertum  yang tidak benar, dan memberikan keterangan 

yang tidak benar di sidang pengadilan dalam kapasitasnya hadir sebagai saksi 

ahli. Pasal 79 huruf c Undang-Undang Praktik Kedokteran juga mengatur 

mengenai tanggung jawab dokter untuk menjalankan profesinya sesuai dengan 

kewajibannya yang diatur dalam undang-undang ini. Dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) setiap dokter atau dokter gigi yang 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Pasal 51 

Undang-Undang Praktik Kedokteran ini. 

 

Tanggung Jawab Hukum Perdata Karena Wanprestasi 

Dari sudut hukum perdata, hubungan hukum dokter-pasien berada 

dalam suatu perikatan hukum (verbintenis). Perikatan artinya hal yang 

mengikat subjek hukum yang satu terhadap subjek hukum yang lain.29 

Perikatan hukum adalah suatu ikatan antara dua subjek hukum atau lebih 

untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan 

sesuatu (Pasal 1313 KUHPerdata jo. Pasal 1234 KUHPerdata). 

Pasien yang tidak sembuh tidak dapat dijadikan alasan wanprestasi 

bagi dokter selama perlakuan medis yang dilakukan tidak menyimpang dari 

standar profesi medis dan standar prosedur operasional karena hubungan 

                                                 
28 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 

Sakit, h. 282. 
29 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 1982), h. 5. 



Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter  
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta In Associate with Poskolegnas UIN Jakarta - 179 

dokter-pasien bukan hubungan yang memuat dan menuntut kewajiban hukum 

bagi dokter yang ditujukan pada hasil (resultaats) pelayanan medis, melainkan 

kewajiban untuk perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal 

dan tidak salah langkah atau prosedur (berdasarkan standar profesi dan 

standar prosedur). Dokter tidak mampu menjamin hasil akhir.30 

Tindakan dokter yang dapat dikategorikan wanprestasi, antara lain, 

tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan, 

melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi 

terlambat, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan 

tetapi tidak sempurna, dan melakukan apa yang menurut kesepakatannya 

tidak seharusnya dilakukan.31 Pada dasarnya pertanggungjawaban perdata itu 

bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh 

pasien akibat adanya wanprestasi dari tindakan dokter. 

Pada hakikatnya tidaklah mudah bagi pasien untuk mampu 

membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak dokter, terlebih lagi 

jika pasien berhubungan dengan dokter yang sedikit berkomunikasi dengan 

pasien. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh dokter dan pasien, sudah 

serta merta berakibat kurangnya informasi yang dimiliki pasien mengenai 

penyakitnya dan bagaimana tindakan pengobatan akan dilakukan. 

Kekurangan informasi inilah yang mengakibatkan kesalahan ini tidak mudah 

untuk dibuktikan. 

Dalam gugatan berdasarkan wanprestasi ini, tentu harus diuraikan 

bahwa dokter telah melakukan pelanggaran berdasarkan perjanjian, dan 

tentunya ini harus didasarkan pada kesalahan dalam menjalankan profesi. 

Pasien harus mampu membuktikan mengenai tindakan-tindakan apa yang 

merupakan kewajiban yang harus dilakukan dokter, sehingga pasien dapat 

mengetahui bagian dari tindakan yang mana yang telah dilakukannya 

wanprestasi.  Hal ini tentu dirasa sangat sulit dalam pembuktiannya dengan 

mengingat perikatan antara dokter dan pasien adalah inspannings verbintennis.  

 

Tanggung Jawab Dokter Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

Apabila dalam tindakan medis terdapat kesalahan yang menimbulkan 

akibat kerugian, maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian 

                                                 
30 Bahar Azwar, Sang Dokter, (Jakarta: Kesaint Blank, 2002), h. 50. 
31 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 

Sakit, h. 267. 
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berdasarkan perbuatan melawan hukum. Pasien dapat menggugat seorang 

dokter berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan: “Tiap 
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang lain yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk 

mengganti kerugian tersebut.” 

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perbuatan 

melawan hukum yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Apa yang dimaksud 

dengan salahnya dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bisa dalam bentuk 

kesengajaan ataupun kelalaian dokter, baik dalam hal berbuat ataupun tidak 

berbuat sesuatu dalam suatu tindakan medis kepada pasien. Kerugian yang 

ditimbulkan haruslah diakibatkan oleh tindakan medis yang salah dan 

kesalahan tersebut harus dibuktikan, baik dari sudut ilmu kedokteran maupun 

dari sudut ilmu hukum.32 

Selain dituntut berdasarkan pasal perbuatan melawan hukum 

sebagaimana yang disebutkan di atas, seorang dokter juga dapat dituntut 

karena kelalaiannya yang menimbulkan kerugian terhadap pasien, yang diatur 

dalam Pasal 1366 KUHPerdata, yang menyebutkan: “Setiap orang bertanggung 
jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi 

juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-

hatinya.” Dalam Pasal 1366 KUHPerdata ini, dapat diberikan ilustrasi kasus 

sebagai berikut: seorang dokter ahli bedah salah melakukan operasi. Daerah 

yang sakit di sebelah kiri, yang dilakukan pembedahan sebelah kanan. Luka 

yang timbul pada daerah yang tidak menderita sakit tersebut merupakan 

kerugian pasien yang harus dibayar oleh dokter ahli bedah karena kelalaiannya 

(ketidaksengajaannya) tersebut. Perbuatan yang demikian ini dapat 

digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.33 

 

Tanggung Jawab Dokter Dalam Hukum Administrasi 

Jika dokter tidak mempunyai surat izin praktik, maka akan dikenakan 

sanksi administratif, yang berupa teguran lisan atau tulisan, skorsing, dan 

dapat pula pencabutan izin praktik. Dikatakan pelanggaran administrative 

malpractice jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan 

                                                 
32 Endang Kusuma Astuti, Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah 

Sakit, h. 271. 
33 Anny Isfandyarie, Malpraktik & Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, h. 13. Lihat 

juga: Nur Rohim Yunus, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, (Bogor: Jurisprudence Press, 

2012), h. 66. 
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dokter yang dikategorikan sebagai administrative malpractice adalah 

menjalankan praktik tanpa izin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai 

dengan izin yang dimiliki, melakukan praktik dengan menggunakan izin yang 

sudah tidak berlaku dan tidak membuat rekam medis.34 

Menurut peraturan yang berlaku, seseorang yang telah lulus dan 

diwisuda sebagai dokter, tidak secara otomatis boleh melakukan pekerjaan 

dokter, tetapi harus terlebih dahulu mengurus lisensi. Tidak dibenarkan 

melakukan tindakan medis yang melampaui batas kewenangan. Meskipun 

seorang dokter kandungan mampu melakukan operasi amandel, namun izin 

yang diberikan tidak membenarkan dokter kandungan untuk melakukan hal 

tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka dokter dapat dianggap telah 

melakukan administrative malpractice dan dapat dikenai sanksi administrasi, 

misalnya pembekuan izin untuk sementara waktu ataupun bentuk sanksi 

administrasi lainnya.35 

 

Kesimpulan 

Apabila dalam suatu penyelenggaraan praktik kedokteran terjadi suatu 

hubungan antara dokter dengan pasien yang dikenal dengan hubungan 

terapeutik, yang merupakan suatu hubungan hukum karena dilakukan oleh 

subjek hukum dan menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum antara 

dokter dengan pasien jika dikonstruksikan akan terbagi dalam hubungan 

dokter pasien berdasarkan transaksi terapeutik, yang didasarkan pada Pasal 

1320 KUHPerdata dan hubungan dokter pasien berdasarkan undang-undang 

yang didasarkan pada Pasal 1354 KUHPerdata. Tanggung jawab dokter dalam 

pelayanan kesehatan timbul karena adanya hubungan hukum diantara dokter 

dan pasien.  Dalam suatu hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban dari 

masing-masing pihak yang akan melahirkan tanggung jawab dalam 

pelaksanaannya. Tanggung jawab dokter dapat dibedakan atas tanggung 

jawab berdasarkan hukum, hukum pidana, hukum perdata dan hukum 

administrasi. 
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